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PUTUSAN
Nomor 3760/Pdt.G/2024/PA.Smdg

oSN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUMEDANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam

sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat

antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja,
pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXX
XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX,
berkedudukan dan beralamat di Jalan Raya
Cibanteng Gunung leutik Rt. 02/Rw. 05, Desa
Benteng, kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor,
16620, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
28 November 2024, domisili elektronik dengan
alamat email imamsyahrul1609@gmail.com,
sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, Bandung, 03 September 1998 (umur 26 tahun), agama Islam,
pendidikan SLTA, pekerjaan XXXXXXXXXX, tempat
kediaman di KOTA BANDUNG, BABAKAN ASIH,
BOJONGLOA KALER, , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa bukti surat serta keterangan

saksi-saksi di depan sidang;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 November

2024 yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama
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Sumedang nomor 3760/Pdt.G/2024/PA.Smdg, tanggal 29 November 2024,

yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang telah
melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 November 2021, dihadapan
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan
Madang,Kabupaten Bogor sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan
Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tertanggal 13 November 2021;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah
hidup bersama layaknya Suami Isteri dan terakhir tinggal bersama di
Jalan Babakan Madang Rt. 002/Rw. 003, Desa Kadumanggu,
Kecamatan Babakan Madang, kabupaten Bogor;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat
belum dikaruniai anak;
4, Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian
sejak April 2022 sampai sekarang rumah tangga tersebut telah sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan
oleh hal-hal sebagai berikut :
- Tergugat memiliki Wanita Idaman Lainnya (WIL);
- Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal memberi nafkah
- Tergugat melanggar sighat taklik
- Tergugat sudah mengucap talak secara lisan kepada penggugat
5. Bahwa tergugat juga di duga pernah melakukan
perselingkuhan yang berujung kepada perzinahan dengan wanita lain;
6. Bahwa atas perselisihan tersebut diatas antara Penggugat
dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan mei 2022, dan tidak
berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa sejak bulan mei 2022, Tergugat tinggal bersama
orangtuanya yang beralamat di Jl. Kopo, Gg Maramis Nomor
XXXXXXXXXXK, XXXXXXXKXX XXXXXXXXK XXXXX XXXX XXXXXXX,
dan Penggugat Tinggal bersama orangtuanya yang beralamat di Dusun
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Sakahurip, Rt. 001/Rw. 002, XXXX XXXXX XXXXX, XXXXXXXXX
XXXXX,; XXXXXXXXX XXXXXXXX;

8. Bahwa selama perpisahan tersebut Tergugat tidak
memberikan nafkah, tidak pernah berkomunikasi dan telah menunjukkan
sikap/perbuatan tidak bersedia kembali lagi ketempat kediaman
bersama;

9. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha
mendamaikan agar Penggugat dengan Tergugat agar dapat rukun
kembali sebagai suami isteri, akan tetapi Penggugat sudah tidak
bersedia lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, oleh
karena itu usaha tersebut tidak berhasil;

10. Bahwa Penggugat tidak akan menuntut uang mut'ah, uang iddah
karena hanya ingin berpisah dengan Tergugat karena sudah lelah
menjalani pernikahan dengan Tergugat;

11. Bahwa sebagaimana tertuang dalam buku Kutipan Akta Nikah,
sesaat setelah akad nikah dilaksanakan Tergugat menandatangani
perjanjian shigat taklik talak, akan tetapi kemudian Tergugat telah
Meninggalkan Penggugat secara berturut lebih dari 2 (dua) lamanya,
Tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat lebih dari 3
(tiga) bulan lamanya, Menyakiti melakukan kekerasan terhadap
badan/fisik Penggugat, dan tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat
lebih dari 6 (enam) bulan lamanya. oleh karena itu Penggugat
menyatakan tidak rela oleh sikap/perbuatan Tergugat tersebut terhadap
Penggugat, untuk itu Penggugat mengajukan gugat cerai kepada
Pengadilan Agama Kelas IA Sumedang;

12. Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga tersebut sudah
sulit untuk dapat dibina kembali menjadi rumah tangga yang baik dan
harmonis, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan perceraian adalah
Pilihan dan alternative terbaik untuk Penggugat dengan Tergugat;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul
akibat perkara ini;
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Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Sumedang untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan

putusan sebagai berikut:

A. Primair
1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1(satu) ba'in shughra Tergugat
(TERGUGAT bin Ramli) terhadap Penggugat (PENGGUGAT binti Dino
Samsudin);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.
(ex aequo et bono)

Bahwa perkara ini di daftar secara elektronik, akan tetapi Tergugat tidak
memiliki domisili elektronik, maka pemanggilan di sampaikan kepada Tergugat
melalui surat tercatat;

Bahwa oleh karena perkara ini telah di dadtar secara elektronik, Majelis
Hakim telah memeriksa asli dokumen elektronik yang telah di unggah oleh
Penggugat ke dalam aplikasi elektronik. Penggugat/kuasa hukumnya telah
menyerahkan asli surat gugatan, asli surat kuasa, dan asli surat persetujuan
principal;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dokumen kuasa Penggugat yang
telah di daftar di Pengadilan Agama Sumedang;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat
menghadap didampingi Kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat yang
telah dipanggil dengan patut berdasarkan berita acara panggilan sidang, tidak
datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/lkuasanya untuk hadir, dan
ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu hal yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan
Tergugat dan ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatannya;

Bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha
semaksimal mungkin memberi masukan, nasihat, arahan dan penjelasan agar
Penggugat rukun lagi dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil,
Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;
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Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan
membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum,
yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.Surat:
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat
dengan NIK XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil XXXXXXXXX XXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah
diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan
paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXX, tanggal 13
November 2021 yang dikeluarkan oleh KUA Babakan Madang Kabupaten
Bogor Provinsi XXXX XXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh
Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah
dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim
Tunggal;
B.Saksi:
1. XXXXXXXXX. Saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan
yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah suami istri yang sah
dan membina rumah tangga di JI. Kopo Gg. Maramis No
B1/198A, XXXXXXXXXX XXX, XXXX XXXXXXX XXXX, X XXX XXKXXX
XXXXXXKXX KXXXK XXX XXXXXXX;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berumah tangga sejak
13 November 2021 dan belum dikaruniai anak;

Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat
berjalan rukun dan harmonis, namun sejak April 2022, rumah tangga
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antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering
terjadi pertengkaran;

Bahwa saksi tahu penyebabnya karena Tergugat memiliki Wanita
Idaman Lainnya (WIL);

Bahwa saksi saya pernah melihat Penggugat bertengkar dengan
Tergugat. pada saat itu saksi sedang berkunjung ke rumahnya;

Bahwa sepengetahuan saksi, sejak bulan Mei 2022 antara
Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, masing-
masing tinggal di rumah orang tuanya;

Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat
dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXX. Saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan
yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami
istri yang sah dan membina rumah tangga terakhir di rumah orang
tua Tergugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berumah tangga sejak
13 November 2021 dan belum dikaruniai anak;

Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan
Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sejak April 2022,
rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis
lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah tidak
ada komunikasi lagi;

Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat memiliki
Wanita Idaman Lainnya (WIL);

Bahwa saksi saya pernah melihat Penggugat bertengkar dengan
Tergugat. Pada saat itu saksi sedang berkunjung ke rumahnnya;

Bahwa sepengetahuan saksi, sejak bulan Mei 2022 antara
Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Bahwa
sepengetahuan saksi, sejak bulan Mei 2022 antara Penggugat dan
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Tergugat telah berpisah tempat tinggal, masing-masing tinggal di
rumah orang tuanya;

Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat

dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya tetap mempertahankan
gugatannya dan memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang terurai
dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dianggap keseluruhannya
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah di dadtar secara
elektronik, Majelis Hakim telah memeriksa asli dokumen elektronik yang telah
di unggah oleh Penggugat ke dalam aplikasi elektronik. Penggugat/kuasa
hukumnya telah menyerahkan asli surat gugatan, asli surat kuasa, dan asli
surat persetujuan principal;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis
Hakim memeriksa persyaratan kuasa hukum Penggugat sebagaimana tersebut
di atas dan ternyata telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 2, 3
dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat
Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 serta ketentuan Pasal 7 ayat
(5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, karenanya kuasa hukum
Penggugat mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara
ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan,meskipun telah dipanggil secara sah, disampaikan melalui surat
tercatat, sesuai dengan pasal 17 ayat(2) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2029 Tentang
Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak
dan ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatanya dan tidak ada
perubahan dan perbaikan;

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana
dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah
ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan,
panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan secara resmi
dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 390 ayat (1) HIR. juncto Pasal 55
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan
perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal 26
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan
UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 138
Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut Penggugat secara pribadi (in
person) telah hadir di depan persidangan, oleh karenanya Tergugat harus
dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini
diperiksa secara verstek(tanpa kehadiran Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim
dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai perkawinan yang
menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam
penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan
atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan
Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Tergugat yang berada
di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumedang, maka berdasarkan ketentuan
Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, maka Pengadilan Agama Sumedang berdasarkan kompetensi absolut
dan relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus
perkara ini;
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Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara a quo, Penggugat
mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah,
yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan
perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan
Republik Indonesia, maka sejalan dengan maksud Pasal 73 ayat (1) Undang
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 20 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan
UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 132
ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan
hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (persona standi
in judicio);

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas,
pada pokoknya bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa
Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 November 2021, namun
sejak bulan  April 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat
memiliki Wanita Idaman Lainnya (WIL), kemudian sejak bulan Mei 2022 sampai
sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat dan
Tergugat tinggal di rumah orang tuanya masing-masing dan sudah tidak ada
komunikasi lagi,. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan
Agama Sumedang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, tidak ada
jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR putusan
yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim patut

membebani Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;
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Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi
bernama ... dan ..,;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
a.n. Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah, XXXXXXXXX
XXXXXXXX maka merupakan akta autentik (vide pasal 165 HIR jo. pasal 1868-
1870 KUHPerdata), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh
karenanya bukti P.1 tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum
pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga, alat bukti
P.1 dapat di pertimbangkan sebagai alat bukti yang sempurna;

Menimbang bahwa bukti P.2 (fotokopi kutipan akta nikah) merupakan akta
autentik (vide pasal 165 HIR jo. pasal 1868-1870 KUHPerdata), bermeterai
cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti P.2 tersebut harus
dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan
mengikat (bindende), sehingga antara Penggugat dan Tergugat harus
dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami isteri sah yang
menikah pada tanggal 13 November 2021, dan tercatat pada KUA Babakan
Madang Kabupaten Bogor Provinsi XXXX XXXXX dan sekaligus memiliki
kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini
(persona standi in yudicio);

Menimbang bahwa oleh karena alasan gugatan cerai Penggugat adalah
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai dengan
ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo
Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama, Pengadilan perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari
keluarga atau orang yang dekat dengan pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata
sebagai ibu kandung Penggugat dan kakak kandung Penggugat, maka
Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat

dipertimbangkan kesaksiannya;
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Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut
sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana
diatur dalam Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa meskipun saksi pertama Penggugat, antara
Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak ada
komunikasi lagi diantara keduanya sejak bulan Mei 2022 sampai sekarang, dan
tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, Majelis hakim menilai rumah
tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah dan telah memenuhi
alasan cerai Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa meskipun saksi kedua Penggugat mengetahui antara
Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak ada
komunikasi lagi diantara keduanya sejak bulan Mei 2022 sampai sekarang, dan
tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, Majelis hakim menilai hal
tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah dan
telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir gugatan
Penggugat, dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan,
maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum secara kronologis sebagai
berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat suami isteri sah dan belum
dikaruniai anak;

- Bahwa sejak bulan Mei 2022 sampai sekarang antara Penggugat
dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tinggal
di rumah orangtuanya masing-masing;

- Bahwa selama itu pula tersebut Penggugat dan Tergugat tidak
menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri
dan tidak ada saling berkomunikasi;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan
Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan
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Tergugat sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga
mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal
sebagaimana dimaksud Al Qur’an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-
Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Penggugat
dan Tergugat;

Menimbang bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah
adalah suatu hal yang sia-sia karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi
melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri,
sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan
terjadi kemadlaratan yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini
sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38
K/Pdt/AG/1990 Tangal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan
telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak
sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Hakim perlu
mengemukakan doktrin dalam kitab Al Fighul Islami Wa Adillatuhu juz VI
halaman 529 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang
berbunyi sebagai berikut:

A0l Al Lagin (3 ) ) (je Bl Jaey ) ¥l i
Artinya : “Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim
sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan
mereka dengan talak satu ba'in”

Menimbang, bahwa dalam ikatan perkawinan suami isteri di tuntut pula
adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, yaitu mutual respect
(saling hormat), mutual help (saling bantu membantu), mutual cooperation
(saling bekerja sama), mutual interdependecy (saling ketergantungan) dan
mutual understanding (saling pengertian), fakta dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat tersebut sulit terwujud:

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan

Hal. 12 dari 10 halaman Putusan Nomor 3760/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum karena telah memenuhi unsur pasal 39 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yakni salah
satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa
izin pihak lain dan tanpa alas an yang sah atau karena hal lain di luar
kemapuannya oleh karenanya petitum gugatan Penggugat patut dikabulkan
dengan verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c
Kompilasi Hukum Islam, bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama
adalah talak bain sughra;

Menimbang, bahwa karena perkara ini a quo masuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal dari perundang-undangan dan peraturan-
peraturan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara
ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

4, Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp216000.00 (dua ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam pertimbangan Hakim Tunggal
Pengadilan Agama Sumedang pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024
Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhirl446 Hijriyah oleh kami
Dra. Nining Yuningsih, M.H sebagai Hakim Tunggal, Dra. Nining
Yuningsih,M.H., putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang
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terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Muchamad Rahmat Zaenudin, S.H.I
sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa

hukumnya secara elektronik tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Tunggal

Dra. NINING YUNINGSIH, M.H.

Panitera Pengganti

MUCHAMAD RAHMAT ZAENUDIN, S.H.I

Perincian biaya:

Pendaftaran Rp 30.000,00
Biaya Proses/ ATK Perkara Rp 75.000,00
Panggilan Penggugat Rp 0,00
Panggilan Tergugat Rp 46.000,00
PNBP Panggilan Penggugat Rp 10.000,00
PNBP Panggilan Tergugat Rp 10.000,00
Redaksi Rp 10.000,00
Materai Rp 10.000,00
Jumlah Rp 216.000,00
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